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PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR g TAHUN 2009

TENTANG

N 2009
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
i kebij tan dan
h hubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsn_kebuak?n t_:mur:;la frlgg?a?ar:m Zeanr?aar;atar o
I?IZIaﬁ?a sgaerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggara: ;:htjarrrml;lr:thc;ﬁzn dsla;sl;,n aakan b gl g
ji babkan sisa lebih tahun anggaran se : et
S:I:?J’rlmjaa’n;;:?:: ge’:'?ar:gn r?near:g;:eperlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggar:

aerah tentang
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., perlu membentuk Peraturan Dael
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lemba al

n Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 N

lomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbary (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
legara R

Nepotisme (Lembaran N epublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

11.

12

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20068 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2009;

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru
Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan
WALIKOTA BANJARBARU
MEMUTUSKAN :

ANGGARAN 2009,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berj
5 ja D rjumlah R . 473.328.266.800, j
4.580.930.758,00 sehingga menjadi Rp. 477.909.197.558,00 dengan rincian sebagai[:)erlkut 2 00 bertombah selumiah Re.

1,

2,

3.

Pendapatan Da

erah

1). Semula
. 404.094.623..
2). Bertambah/berkurang gpg. * ggg (?023 !428(())'§02f())
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan ’ Rp. 404.744.623.400,00

Belanja Daerah
a. Semula

Rp. 473.328.266.800,00

b. Bertambahy berkurang Rp. 4.580.930.758,00

Jumiah Belanja Daerah Setelah Perubahan

Rp. 477.909.197.558,00

Surplus/Defisit setelah Perubahan Rp. (73.164.574.158 00)

Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1). Semula
RD. 74.433.643.40
2). Bertambah/berkurang g 3.930.930 752'38
. 3.930.930.758,00

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 78.364.574.158,00




b. Pengeluaran
1). Semula Rp. 5.200.000.000,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 00
Jumiah Pengeluaran Setelah Perubahan
Jumiah Pembiayaan neto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp. _ 5.200.000.000,00

Rp 73.164.574.158,00
Rp. 73.164.574.158,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1). Semula Rp. 23.250.000.000,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 650.000.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 23.900.000.000,00
b. Dana Perimbangan sejumiah
1). Semula
2). Bertambah/berkurang
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan

Rp. 339.713.477.500,00
Rp. 0,0
Rp. 339.713.477.500,00

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah
1). Semula Rp. 41.131.145.900,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp. 41.131.145.900,00
(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darj Jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah Sejumlah
1). Semula Rp. 8.207.566.000,00

2). Bertambah/ berkurang Rp. 150.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 8.357.566.000,00
b. Retribusi Daerah Sejumiah
1). Semula Rp.  9.572.217.400,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 500.000.000,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp  10.072.217.400,00

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
1). Semula
2). Bertambah/berkurang X 00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekeyaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp

Rp. 848.028.100,00
848.028.100,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah

1). Semula Rp.  4.622.188.500,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumiah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Perubahan Rp  4.622.188.500,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sejumlah
1). Semula

2). Bertambah/berkurang
Jumiah Dana bagi hasil Setelah Perubahan

b. Dana alokasi umum sejumiah

1). Semula
2). Bertambah/berkurang
Jumiah Dana alokasi umum Setelah Perubahan

C. Dana alokasi khusus sejumlah

1). Semula
2). Bertambah/berkurang
Jumlah Dana alokasi khusus Setelah Perubahan

Rp.  71.213.047.500,00
Rp. 00
Rp  71.213.047.500,00

Rp. 225.829.430.000,00
Rp. 0,00
Rp 225.829.430.000,00

Rp.  42.671.000.000,00

Rp. 0,00

Rp  42.671.000.000,00



D)

)

&)}

&)

| ain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf iri dari jeni :
a. Dana Bagi Hasi Pajak p: yat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

1). Semula . 39.927.145.900
2). Bertambah/berkurang gpg. ) OIOQ%
Jumlah Dana bagi hasil pajak Setelah Perubahan Rp 39.927.145.900,00
b. Bla)ntuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
. Semula Rp.  1.204.000.000,0
2). Bertambahy/berkurang Rp ) ‘Ol())

Jumiah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Setelah Perubahan Rp  1.204.000.000,00

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
<. Belanja Tidak Langsung
1). Semula Rp. 174.806.612.162,00
2). Bertambah/berkurang Ro. 23.262.959.246,00
Jumlah Belanja tidak langsung Setelah Perubahan Rp 198.069.571.408,00
1. Belanja Langsung
1). Semuia
Rp. 298.521.654.638,00
2). Bertambah/berkurang Rgp. (18.682.028.488,00)
Jumlah Belanja langsung Setelah Perubahan N Rp 279.839.626.150,00

liefanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
<. Belanja Pegawai

(1) Semula Rp. 157.862.477.462,00
2) Bertambah/berkurang Rpg‘ 12..680‘.479..336,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 170.542.956.798,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak

1). Semula Rp. 39.927.145.900,00

2). Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah Dana bagi hasil pajak Setelah Perubahan Rp 39.927.145.900,00

b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah fainnya

1). Semula Rp.  1.204.000.000,00

2). Bertambah/berkurang Rp.

Ro. 000
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Setelah Perubahan Rp  1.204.000.000,00

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1). Semula Rp. 174.806.612.162,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 23.262.959.246,00
Jumiah Belanja tidak langsung Setelah Perubahan Rp 198.069.571.408,00
b. Belanja Langsung
1). Semula Rp. 298.521.654.638,00
2). Bertambah/berkurang Rp._(18.682.028.488,00)
Jumiah Belanja langsung Setelah Perubahan Rp 279.839.626.150,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai .
(1) Semuta Rp. 157.862.477.462,00
(2) Bertambah/berkurang Rp. _ 12.680.479.336,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 170.542.956.798,00




o

. Belanja Subsidi

1. Semula
2, Bertambah/berkurang
Jumiah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan

. Belanja Hibah

1). Semula
2). Bertambah/berkurang
Jumiah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan

. Belanja Bantuan Sosial

3). Semula
4). Bertambah/berkurang
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setefah Perubahan

. Belanja Bagi Hasil

1). Semula
2). Bertambahy/berkurang
Jumiah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan

Belanja Bantuan Keuangan
1). Semuia
2). Bertambah/berkurang
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan

- Belanja tidak terduga sejumlah

1). Semula
2). Bertambah/berkurang
Jumlah Belanja tidak terduga Setelah Perubahan

a. Belanja pegawai
1). Semula
2). Bertambah/berkurang
Jumlah Belanja pegawai Setelah Perubahan

b. Belanja belanja barang dan jasa
1). Semula
2). Bertambah/berkurang
Jumlah Belanja barang dan jasa Setelah Perubahan

c. Belanja Modal
1). Semula
2). Bertambah/berkurang
Jumlah Belanja modal Setelah Perubahan

a. Penerimaan
1). Semula
2). Bertambah/berkurang
Jumlah penerimaan Setelah Perubahan

b. Pengeluaran
1). Semula
2). Bertambah/berkurang
Jumlah pengeluaran Setelah Perubahan

Rp. 87.130.000,00
Rp. 0,00

Rp 87.130.000,00

Rp.  5.561.430.000,00

Rp.  13.240.184.285,00

Rp 18.801.614.285,00

Rp.  9.135.574.700,00

Rp. (1,873.500,000,00)

Rp  7.262.074.700,00

Rp. 160.000.,000,00

Rp. 0.00

Rp  160.000.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp.  2.000.000.000,00

Rp. 784.204.375,00

Rp  1.215.795.625,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

Rp.  37.749.180.625,00

Rp. (1.726.071.500,00)

Rp 36.023.109.125,00

Rp. 87.247.043.356,00

A 980.078.462,00

Rp 88.227.121.818,00

Rp. 173.525.430.657,00

Rp ( 17.936.035.450,00)

Rp 155.589.395.207,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Rp.  74.433.643.400,00

Rp. _ 3.930.930.758,00

Rp 78.364.574.158,00

Rp.  5.200.000.000,00

Rp. 0,00
Rp 5.200.000.000,00




(€A Pene_rimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1). Semula
. 55.016.873.
2). Bertambah/berkurang Epp. 3.930.9339.;23'88
Jumiah SILPA tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubahan Rp 58.947.804.158,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumiah

1). Semula Ry 19.414 ]
2). Bertambah/berkurang gp_p: ) 6'770.00;02,’33
Jumlah penerimaan pinjaman Setelah Perubahan Rp 19.416.770.000,00
.416.770.000,

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jeni i
enis pembiayaan :
a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumiah ! Pe ¢

1). Semula R| 4. .
2). Bertambah/berkurang Rpg. 300.000‘00(? ,gg
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Rp  4.800.000.000,00

b. Piutang Daerah sejumiah

1). Semula
5 400.000.!
2). Bertambah/berkurang :pg. 0000 008,0950)
Jumlah Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp 400.000.000,00
-000.000,
Pasal 5

Uralan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II  Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. LampiranIII Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah,Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4, Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. LampiranV  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI  Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Pasal 6

Keterangan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 diatur dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota
Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Oktober 2009

/ WALIKOT; BANJARBARUK/

W

RUDY RESNAWAN 7‘

Diundangkan di Banji
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

BUDI YAMIN

DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2009 NOMOR 5




